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Mengingat

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



10.

I

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Blitar Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Blitar Nomor 35);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor
23);



Menetapkan

.

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah
Walikota Blitar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota
Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk
periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi,
misi dan program Walikota dengan berpedoman pada
RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Pembangunan tahunan Daerah yag selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat
RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode

perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan
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pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai

bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 . Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan,
Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V :  Penutup

Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.

b.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi
Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-
2029;

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;
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Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-
2029;

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-
2029;

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga,
Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun
2025-2029;

Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
Tahun 2025-2029;

Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Tahun 2025-2029; dan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar Tahun 2025-2029.
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Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA BLITAR,
ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd.
PRIYO SUHARTONO
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

v

IKA HADI WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 19‘791210 200604 1 008




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

1. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2025-
2029

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pendidikan telah menjadi sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam
proses pembangunan di Kota Blitar. Sesuai taraf keragaman yang begitu
tinggi, Kota Blitar memiliki karakter yang kaya dengan perbedaan, sekaligus
memiliki toleransi yang tinggi, dalam menciptakan semangat persatuan yang
kokoh. Melalui pembangunan pendidikan di Kota Blitar, telah tumbuh
semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya,
sosial bahkan politik. Pembangunan pendidikan yang memahami keragaman
ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk melebur perbedaan-perbedaan di
dalam mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh. Peningkatan akses
masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan
mandat sesuai tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945, yaitu;

“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

(Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa
maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta
berkeadilan sosial. Lebih lanjut dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1
berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”
Pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu bagi setiap

warga negara tanpa diskriminasi serta memberikan layanan dan
kemudahan.

Sebagai institusi yang diberikan tanggungjawab dan tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Blitar selalu
berkomitmen kuat untuk  merespons berbagai isu strategis seperti
pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan profesionalisme guru,
penguatan tata kelola pendidikan, penyelarasan kurikulum dengan
kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana. Komitmen
pelaksanaan kinerja Dinas tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang
didalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik
dan terukur.
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Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

Target Tahun
No Indikator o Deﬁq131 1 Formulasi Perhitungan Satuan Bz;%eglzne Akhir Keterangan
perasiona 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Periode
Renstra
1 Indeks Indel.<s Pelayanan mﬁ;;;ﬁkﬂ%ﬁﬁiﬁmﬂ;ﬁ;iﬁm Indeks 4,52 4,54 4,56 4,58 4,6 4,62 4,64 4,64 Penanggung
Pelayanan Publik (IPP) Eﬁgﬂ;ﬁ;ﬂ;;ﬁimmmmmmmm ]awa'lb.
Publik adalah Indeks ilod per indikator :(7“@ Fm—A\'\m;me;!m m];imaozpermu‘ikmr Baglan
yang digunakan ) Organisasi

untuk mengukur
kinerja pelayanan
publik di
lingkungan
kementerian,
lembaga, dan
pemerintah
daerah di
Indonesia
berdasarkan
Aspek Kebijakan
Pelayanan, Aspek
Profesionalisme
SDM, Aspek
Sarana
Prasarana, Aspek
Sistem Informasi
Pelayanan Publik,
Aspek Konsultasi
dan Pengaduan
serta Aspek
Inovasi.

Hasil pengukuran
yang diperoleh
dari Pemantauan
dan Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
sebagai upaya

2. Menenuukan nilai sedap aspek

Nilai per aspek = milal per indikator

3. Menentukan indeks

Nilat indeks = Z{m.‘a: aspek . x bobot arpek,
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Target Tahun
No Indikator o Ziggif;al Formulasi Perhitungan Satuan Bz;%ezlzne Akhir Keterangan
p 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Periode
Renstra
pengukuran
sistematis pada
suatu unit kerja
dalam jangka
waktu tertentu
guna memperoleh
nilai indeks
2 Indeks Indeks Kualitas | Penilaian atas Indeks Kualitas | Indeks 69,00 69,50 | 70,00 | 70,50 | 71,00 | 71,50 | 72,00 | 72,00 Penanggung
Kualitas Kebijakan adalah | Kebijakan (IKK) oleh LAN pada jawab:
Kebijakan instrumen untuk | tahun berjala Bagian Hukum
menilai kualitas
kebijakan
pemerintah dilihat
dari proses
pembuatan
kebijakan dan
bagaimana
melakukan
pengelolaan
agenda,
formulasi,
implementasi dan
proses evaluasi
3 Efektifitas Efektivitas Rata - rata capaian efektivitas | Persen 0] 0] 100 100 100 100 100 100 Penanggung
Pelaksanaan | pelaksanaan pelaksanaan kebijakan jawab:
Kebijakan kebijakan pemerintahan, kebijakan - Bagian
dan pemerintah kesejahteraan rakyat, kebijakan Pemerintahan
Kerjasama daerah adalah | pengelolaan perekonomian, - Bagian
Pemerintah | tingkat kebijakan administrasi Perekonomian
Daerah keberhasilan pembangunan dan efektivitas dan
suatu kebijakan | kerja sama daerah pada tahun Kesejahteraan
yang dikeluarkan | berjalan Rakyat
oleh Pemerintah - Bagian
Daerah dalam Layanan
mencapai tujuan Pengadaan
yang telah Barang/Jasa
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Indikator

Definisi
Operasional

Formulasi Perhitungan

Satuan

Baseline
2024

Target Tahun
Akhir
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Periode
Renstra

Keterangan

ditetapkan sesuai
dengan tata kelola
yang baik, yang
tepat sasaran,
tepat
pelaksanaan,
tepat waktu.
Kebijakan
pemerintah
daerah dikatakan
efektif apabila
kebijakan
tersebut dapat
diterapkan secara
nyata di
masyarakat,
mendukung
program prioritas
pemerintah
daerah, dan
mampu
memberikan
manfaat yang
nyata bagi
masyarakat.
Sedangkan
Efektivitas kerja
sama pemerintah
daerah adalah
tingkat
keberhasilan
suatu kerja sama
antar pemerintah
daerah dalam
mencapai tujuan
yang telah
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Indikator

Definisi
Operasional

Formulasi Perhitungan

Satuan

Baseline
2024

Target Tahun

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Akhir
Periode
Renstra

Keterangan

ditetapkan, yang
diukur
berdasarkan
indikator sebagai
berikut: tujuan
kerjasama, ruang
lingkup
kerjasama, serta
dampak
kerjasama.

Indeks Tata
Kelola
Pengadaan

Indeks tata kelola
pengadaan adalah
penilaian
terhadap tata
kelola pengadaan
barang dan jasa
pemerintah yang
diukur
berdasarkan
berbagai dimensi
atau indikator
yang
mencerminkan
aspek-aspek
kunci tata kelola
pengadaan
barang/jasa yang
baik, seperti
transparansi,
akuntabilitas,
efisiensi,
efektivitas,
keadilan, dan
kepatuhan
terhadap
peraturan

Penilaian  atas tata  kelola
pengadaan barang/jasa
pemerintah oleh LKPP

Indeks

78,05

78,10

78,50

79,00

79,50

79,80

80,00

80,00

Penanggung
jawab:

Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
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Target Tahun
No Indikator o Deﬁq131 1 Formulasi Perhitungan Satuan Bz;%ezlzne Akhir Keterangan
perasiona 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Periode
Renstra
perundang-
undangan.
S | Indeks Indeks Kepuasan N Indeks 88,77 89 90,00 | 90,50 91 91,50 92 92 Penanggung
Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3ot atinbag: n,.-mJ..:",‘:ﬁh-.-:';i:.-...\. il Pemmbang:—:_ I jawab:
Masyarakat | adalah hasil - Bagian Umum

pengukuran dari

kegiatan  Survei
Kepuasan
Masyarakat atas
pelayanan

Perangkat Daerah
sesuai

PermenPAN RB
Nomor 14 Tahun
2017 atau aturan
lain yang berlaku
pada aplikasi e-
Sukma

) = T il it

SKM Unitpelayanan x 25

- Bagian
Organisasi




